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A. Latar Belakang 
Pada dasarnya setiap perkotaan mempunyai luas lahan yang terbatas, 
sedangkan permintaan akan pemanfaatan lahan kota terus berkembang untuk 
pembangunan berbagai fasilitas perkotaan baik perumahan, industri dan 
pertambahan jalur transportasi yang perlahan akan menyita lahan – lahan atau 
ruang terbuka lainnya di wilayah  perkotaan. Masalah perkotaan pada saat ini 
telah menjadi masalah yang cukup sulit untuk diatasi. 
Perkembangan  pembangunan perkotaan selain mempunyai dampak 
baik bagi kesejahteraan warga kota juga menimbulkan dampak buruk yang 
diakibatkan meningkatnya aktivitas yang tinggi yang mengakibatkan kualitas 
ruang perkotaan waktu ke waktu menurun dan masih jauh dari standar 
minimum sebuah kota yang layak akan lingkungan hidup. Penurunan kualitas 
yang terjadi dapat diakibatkan kurangnya penataan dan perawatan pedestrian 
atau pejalan kaki, perubahan fungsi taman hijau, atau sebagai lapak pedagang 
kaki lima yang mengganggu keindahan, kebersihan, dan kenyamanan warga 
kota lain yang sedang menikmatinya. Pada awalnya, sebagian besar lahan 
kota merupakan Ruang Terbuka Hijau. Seiring adanya peningkatan 
kebutuhan ruang untuk menampung masyarakat dan aktivitasnya, Ruang 






Konsep dasar hukum untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau 
sebenarnya sudah diatur dalam konstitusi dasar Negara Indonesia yaitu dalam 
Undang – undang Dasar  (UUD) 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan:  
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 
Mengingat Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam UU No. 39/1999 
tentang Hak Asasi Manusi Pasal 2 yang menyatakan : 
“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara 
kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus 
dilindungi, dihormati, dan dan ditegakkan demi peningkatan martabat 
kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta 
keadilan.” 
Sebagai penjamin  lingkungan hidup yang baik dan sehat, Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) 
menyatakan : 
 “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". dan 
harus diwujudkan oleh lembaga penyelenggara negara supaya 
melaksanakan pembangunan berdasarkan asas pembangunan 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta keserasian.”  
Dengan demikian maka pemerintah dalam rangka melindungi hak 
asasi manusia dalam bidang lingkungan hidup yang baik wajib bertanggung 
jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi 
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manusia.1 Dalam  UU No. 39/199 tentang Hak asasi Manusia Pasal 72  
“Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 71, 
meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, 
ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. 
Dengan melihat kualitas lingkungan hidup yang semakin hari semakin 
menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk 
hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang benar dan konsisten oleh pemerintah. Untuk 
mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang benar 
maka pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.32/2009). Setelah 
terbentuknya Undang – undang ini maka pemerintah harus memberikan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, didalam UU 
No.32/2009 Pasal (1) angka 2 yang menyatakan:  
“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan pengawasan, dan penegakan hukum.”  
Dengan berlakunya UU No.32/2009 ini guna demi mewujudkan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang seimbang maka 
pemerintah harus memperhatikan hal – hal perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 
                                                             
1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 yang berbunyi 
“Pemerintah Wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan 
memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-
undanganlain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara 
Republik Indonesia.  
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Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada wilayah 
perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari 
keberadaan Ruang Terbuka Hijau tersebut. Kawasan Ruang Terbuka Hijau ini 
juga merupakan sebagai paru-paru kota, sebagai pengatur lingkungan, 
pencipta lingkungan hidup, sebagai peredam kebisingan, serta memberikan 
perlindungan dari gangguan kondisi fisik seperti terik matahari, debu-debu, 
angin kencang, polusi kendaraan dan lain-lain. 
Menurut Arba Ruang Terbuka Hijau berfungsi dan mempunyai 
manfaat agar : “Terjaminnya ketersediaan O2 (oksigen) dalam jumlah yang 
cukup dan terus menerus, terbentuknya iklim yang sehat, udara bersih dan 
bebas polusi,Terbentuknya suasana teduh, nyaman, bersih dan indah, 
terkendalinya sistem tata hidrologi (air) secara optimal dan memungkinkan 
adanya hasil sampingan berasal dari tumbuhan produktif yang sengaja 
ditanam ditempat/lokasi yang aman dari polusi pada media tanah, air dan 
udara, tersedianya sarana wisata dan rekreasi kota, sebagai tempat/lokasi 
cadangan untuk keperluan sanitasi kota dan pemekaran kota, sebagai sarana 
penunjang penelitian dan pendidikan, serta jalur pengaman dalam penataan 
ruang kota.”2 
Pengaturan untuk ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan 
perkotaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Menyatakan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang 
wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau 
wilayahnya untuk Ruang Terbuka Hijau, yang mana 20% diperuntukkan bagi 
                                                             
2 Arba M, 2017, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip – prinsip Hukum 
Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, hal 112. 
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Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% diperuntukkan bagi Ruang Terbuka 
Hijau privat pada lahan/bangunan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat.  
Lebih lanjut Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan diatur di dalam 
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka 
Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri No.1/2007). Pembentukan Ruang 
Terbuka Hijau kawasan perkotaan dalam Pasal 5 Ayat (1) menyatakan :  
“Pembentukan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan disesuaikan 
dengan bentang alam berdasarkan aspek biografis dan struktur ruang 
kota serta estetika.”  
Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan menurut Permendagri 
No.1/2007  Pasal 8 Ayat (1) yaitu :  
“merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana tata ruang 
provinsi dan kabupaten/kota.”   
Pengembangan, penataan, dan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau bagi 
seluruh komponen lingkungan hidup perkotaan  daerah,  pihak swasta, dan 
masyarakat. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau ini harus disesuaikan dengan 
peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah setiap daerah. 
Salah satu kota yang telah memasukkan pembentukan Ruang Terbuka 
Hijau kawasan perkotaan adalah kota Surakarta. Peraturan daerah tentang 
rencana tata ruang wilayah dimaksudkan sebagai bentuk acuan dalam 
perencanaan penyusunan tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah dan 
pemangku kepentingan lainnya. Untuk melaksanakan kebijakan penyediaan 
Ruang Terbuka Hijau berdasarkan amanat pada Pasal 29 UU No.26/2007 
maka Kota Surakarta  membuat Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 
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Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 
2031. 
Kota Surakarta adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa 
Tengah dengan luas wilayah 44,04 km2 yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan, 
51 (lima puluh satu) kelurahan, 604 (enam ratus empat) Rukun Warga (RW) 
serta 2.714 (dua ribu tujuh ratus empat belas) Rukun Tetangga (RT). Kelima 
kecamatan tersebut adalah Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar kliwon, 
Jebres dan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terbesar 
dengan luas wilayah 14,81 km2. atau sebesar 33,63% dari luas wilayah Kota 
Surakarta. Sedangkan Kecamatan Serengan merupakan Kecamatan dengan 
luas wilayah terkecil yaitu 3,19 km2. atau sebesar 7,04% dari luas wilayah 
Kota Surakarta. Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Jawa Tengah 
yang memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Angka kepadatan 
penduduk Kota Surakarta adalah 12.963 artinya setiap km2 dihuni oleh 
12.693 jiwa.3 
Berdasarkan kebijakan perencanaan pengelolaan pembangunan  
Ruang Terbuka Hijau dalam Perda No.1/2012 kota Surakarta tersebut 
terdapat dalam Pasal 8 ayat (2)  huruf b yang menyatakan : 
“menyediakan Ruang Terbuka Hijau kota minimal 30% (tiga puluh 
persen) dari luas wilayah kota.”  
Alokasi proporsi diharapkan dapat menghambat dan mengatasi 
dampak –dampak negatif terkait kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan 
data dilapangan yang telah dihimpun Ruang Terbuka Hijau kota Surakarta 
                                                             
3Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2016.  Profil Perkembangan 
Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2016. Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta 
7 
 
luas Ruang Terbuka Hijau kota Surakarta adalah 4,2788 km2 atau sebesar 
9,17% terhadap luas wilayah kota Surakarta yaitu 44,04 km2.4 Kekurangan 
proporsi ini sangatlah jauh dari apa yang diamantkan oleh UU No.26/2007 
yang mewajibkan setiap provinsi/ kabupaten/kota memiliki proporsi Ruang 
Terbuka Hijau pada setiap wilayahnya sebesar 30% yang terbagi dari 20% 
Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat. Kurang 
terpenuhinya proporsi Ruang Terbuka Hijau di kota Surakarta diakibatkan 
kesempitan lahan. Akan tetapi pada tahun ini pemerintah kota Surakarta telah 
berupaya untuk menambah Ruang Terbuka Hijau sebagai penunjang 
ketentuan UU No.1/2007. 
Berawal dari prespektif kemanfaatan ruang, penambahan Ruang 
Terbuka Hijau publik dapat melalui pembangunan taman – taman kota yang 
keberadaannya dapat diharapkan akan memberi manfaat bagi masyarakat 
sebagaimana disebutkan dalam UU No.26/2007 bahwa masyarkat berhak 
untuk mendapatkan dan menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana 
akibat dari penataan ruang. Sehingga jangan sampai pembangunan Ruang 
Terbuka Hijau di kota Surakarta tidak memberikan manfaat bagi masyarakat 
kota Surakarta, sampai dengan saat ini Ruang Terbuka Hijau telah dibangun 
meskipun dantaranya masih dalam tahap pembangunan dan perancangan, 
kemudian dari pada itu Ruang Terbuka Hijau tersebut akan dijaga keberadaan 
dan kelestariannya demi asas berkelanjutan.  
Dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau ini melibatkan beberapa 
Dinas pemerintahan kota seperti Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, 
                                                             
4 Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2015. Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Surakarta 
Tahun 2015 Dengan Sistem Informasi Geografis. Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta 
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dan Dinas Lingkungan Hidup. Peran dari dinas – dinas tersebut diantaranya 
menyediakan tanaman yang dapat mengendali ekosistem kota. Dalam 
permasalahan ini kota Surakarta masih belum terbentuknya peraturan khusus 
yang mengatur mengenai Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah kota Surakarta 
saat ini masih mengacu pada Perda No.1/2012 kota Surakarta. Persoalan yang 
terjadi saat ini adalah bagaimana Perda No.1/2012 kota Surakarta dapat 
berfungsi untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di kota Surakarta, karena 
jika dilihat banyaknya masalah yang berkaitan dengan alih fungsi lahan 
Ruang Terbuka Hijau di kota Surakarta menjadi ruang terbangun yang 
mengakibatkan minimnya lahan untuk penyediaan ruang terbangun yang 
mengakibatkan minimnya lahan Ruang Terbuka Hijau.  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian skripsi dengan judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH 
KOTA SURAKARTA DALAM MENGATUR RUANG TERBUKA 
HIJAU (RTH) DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA 
SURAKARTA NOMOR 1 TENTANG RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN2011-2031”.   
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 
2031 dalam mengatur penyediaan Ruang Terbuka Hijau ? 
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Surakarta di tinjau dari Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor  Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
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Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 dalam mengatur penyediaan 
Ruang Terbuka Hijau ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk memberi arahan yang tepat 
dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitan tersebut berjalan sesuai 
dengan apa yang ingin diwujudkan. Adapun tujuan dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaturan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 
2011-2031 dalam mengatur penyediaan Ruang Terbuka Hijau. 
2. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Surakarta di tinjau dari 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 dalam penyediaan 
Ruang Terbuka Hijau dilapangan. 
D. Manfaat Penelitan 
Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitan ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam 
bidang Hukum Administrasi Negara pada masalah otonomi daerah dan 
kebijakan publik untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau sesuai peraturan 
perUndang – undangan yang berlaku di kota Surakarta. 
2. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi 
pemerintah kota maupun lembaga yang terkait lain dalam merumuskan 
strategi dalam rangka penyediaan  Ruang Terbuka Hijau. 
E. Kerangka Pemikiran 
Untuk sampai pada kesimpulan, maka logika yang digunakan pada 
penelitian ini adalah logika logika berfikir deduktif, dengan perincian sebagai 
berikut:      Undang-undang Dasar Tahun 1945 
Undang – undang  Nomor 39 Tahun 1999 
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 
Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 
2012 
F. Metodologi Penelitian 
Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
menganalisisnya5. Adapun metode penelitian yang digunkan peneliti dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka peneliti menggunakan 
penelitian deskriptif. Penelitian deskriftif merupakan penelitian yang 
                                                             
5 Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. hlm 4. 
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merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian 
pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.6 Maksud dari 
penelitian deskriptif ialah terutama untuk mempertegas hipotesa – hipotesa 
agar dapat membantu dalam memperkuat teori – teori baru. 
2. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 
yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu mempelajari dan 
meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga 
sosial yang lain.7 Metode pendekatan yuridis empiris dalam kaitannya 
dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kesesuaian Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2012 untuk 
penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kebijakan pemerintah 
Surakarta di lapangan. 
3. Jenis Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat 
diperoleh.8 Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
a. Sumber Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber data di lapangan atau dari lokasi penelitian, dalam hal ini adalah 
                                                             
6 Soerjono & Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. hal 23. 
7 Sutrisno Hadi, 1993, Metodologi Research, jilid I cet 24, Yogyakarta: Andi Offset, hal 4. 




perangkat dari Pemerintah Kota Surakarta, yaitu dari Dinas Lingkungan 
Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum serta Lembaga – lembaga terkait 
yang terkait. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder antara lain meliputi dokumen –dokumen resmi, 
buku –buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.9 
Data ini diperoleh dari peraturan perundang – undangan, dokumen atau 
arsip, bahan pustaka, laporan, internet, jurnal, makalah dan sebagainya 
yang terkait dengan penelitian ini.  
                                                             
9 Burhab Bungin, 2013, Metodogi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format – format Kuantitatif 
dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Monogemen, dan 
Pemasaran, Jakarta: Kencana, hal 128. 
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4. Metode Pengumpulan  Data 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian peneliti 
menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 
a. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan yaitu dengan mencari landasan teori dari 
permasalahan dalam penelitian ini sehinggan penelitian yang dilakukan 
bukanlah aktivitas tiral and eror.10 
b. Studi Lapangan 
Teknik pengumpuan data melalui observasi/pengamatan dilakukan 
dengan  melihat secara langsung terhadap objek yang diteliti dan 
wawancara (interview) yaitu mengadakan tanya jawab secara langsug 
dengan responden yang berhubungan dengan objek penelitian. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil 
penelitian yang sudah terkumpul, metode analisis yang sigunakan peneliti 
dalam penelitian ini adalah metode analisis kuaitatif, yaitu lebih 
menekankan proses penyimpulan secara deduktif serta pada dinamika 
hubungan antar fenomena yang diamati, dengn menggunakan logika 
ilmiah.11 
Cara untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah jenis termasuk 
penelitian deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan penelitian 
deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan 
                                                             
10 Bambang Sungguno, 2015, Metodologi Penelitan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
11 M.Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
hal 101 – 10. 
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yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek 
pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan 
diteliti.12 
G. Sistematika Penelitan  
Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, 
menganalisis, serta penjabaran dari isi penelitian ini, maka penulis menyusun 
sistematika dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitan 
E. Kerangka Pemikiran 
F. Metode Penelitian  
G. Sistematika Skripsi 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Kebijakan Publik 
1. Pengertian Kebijakan Publik 
2. Tindakan Pemerintah 
3. Freies Ermesse 
4. Pemerintah Daerah  
B. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah  
1. Pengertian Pemerintah Daerah  
                                                             
12 Ibid, hal. 13 
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2. Peraturan Daerah 
B. Tinjauan Umum Ruang Terbuka Hijau 
1. Ruang Terbuka 
2. Ruang Terbuka Hijau 
3. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) 
4. Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang 
Perkotaan 
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Luas 
Wilayah 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Surakarta Tahun 2011-2031 dalam mengatur penyediaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH). 
B. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta ditinjau dari 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta 
Tahun 2011-2031 dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau 
di lapangan. 
BAB IV PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran 
DAFTAR PUSTAKA 
  
